
GUBERhIUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2OI3

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2OI3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 10 Tahun 2Arc telatr ditetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O13;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 / PMK. A2 / 20 L2 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2Ol3 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 31/PMK.O2|2OL3 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.A2l2Ol2 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan
perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2Ol3 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
20t3;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
11O3);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833h
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 7999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor a2861;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44O0);

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor IO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2Il;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8afl;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2AAA tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OAO tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5092);
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ll.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2AAO tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 95);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957); Peraturan Pemerintah Nomor 1O4 Tahun 2OOO

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 2OI, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aAzll;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor a5781;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46A91

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a816);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

lS.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2013
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2OL3;
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2AII tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2OI2 tentang Pedoman Penlrusunan Anggaratl
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2Ol3;

2Z.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
37 /PMK.A2/2AQ tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
2013;

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6 );

24.Peraturan Daerah Nomor 7 Ta}rg1n 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2O08 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 8);

26.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sgmatera
utara {Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun
2OO8 Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 9);

2T.Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2OO9 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah Provinsi sumatera utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AAg Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara
Nomor 13);

28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain
Daerah Provinsi sumatera utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A09 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2009
Nomor 17);
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29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OlO tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OI2 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OL3 Nomor 4);

31. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2AA9 tentang
petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2OO9 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 29);

32. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun zAn tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI2 Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 4 Tahun 2OL3 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 52 Tahun 2A72 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2AL3 (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

MenetApKAN :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 10 TAHUN
2OI3 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1O Tahun
2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2013 diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I, Bab I, Bagian B, angka 3 huruf a)
a. angka (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

t2) Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM/
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) :

1) Nilai Pagu dana s.d. Rp. l0ojuta
2) Nilai Pagu dana diatas Rp. lo0juta s.d. Rp. 250 juta
3) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 5OO juta
4t Nilai Pagu dana diatas Rp. 5OO juta s.d. Rp. 1 miliar
5) Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar
6) Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 milisr 5.d. Rp' 5 miliar
7t Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s'd. Rp. 1O miliar'
8) Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 rniliat
9) Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp.SO miliar
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10) Nilai Pagu dana diatas Rp. 5O miliar s'd.
Rp. 75 miliar

11) Nilai Pagu dana diatas Rp' 75 miliar s'd.
RP. 100 miliar

12) Nilai Pagu dana diatas Rp. tOO miliar s.d'
Rp. 25O miliar

13) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar s'd.
RP 50O miliar

14) Nilai Pagu dana diatas Rp- 5O0 miliar s-d-
Rp. 750 miliar

15) Nilai Pagu dana d:iatas Rp. 750 milieu' s.d.
Rp.l triliun

16) Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun

b. angka (3) diubah sehingga berbunyi sebagai

{3} Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat
Kegiatan {PPTK}:

Nilai Pagu dana s.d. Rp. 10O juta
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1OO juta s'd. Rp. 25O juta
Nilai Pagu danadiatas Rp. 25ojuta s.d. Rp. 5O0juta
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5OO juta s.d' Rp. 1 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 rniliar s.d' Rp. 2,5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 mitiar s.d.Rp. 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s,d. Rp. 1O miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1O miliar s.d'Rp. !$ miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s'd.Rp. 5O miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5O miliar: s'd.Rp' 75 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d.Rp.100 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1OO miliar s.d.
Rp. 250 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25O miliar s.d.
Rp. 500 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d.
Rp. 75O miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75O milizu's.d. 1 triliun
Nilai Pasu dana diatas Rp. 1 triliun

angka (a) dihapuskan dan diubah sehingga
berikut:

(4) Bendahara Pengeluaran :

1) Nilai Pagu dana s.d RP. 1OO juta
2l Nilai Pagu dana diatas Rp. lOO juta s'd' Rp. 250 juta
3) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp- 5OO juta
4l Nilai Pagu dana diatas Rp. 5OO juta s.d. 1 miliar
5i Nilai Pagu dana diatas Rp. I miliar s'd. Rp. 2,5 mi\ar
6) Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s'd. Rp . 5 miliar
7l Nilai Pagu dana diatas Rp- 5 miliar s.d. Rp 1O miliar
Si Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar
9i Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp .50 miliar
10) Nilai Fagu dana diatas Rp- 5O milial 5.d' Rp. 75 miliar
111 Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s'd. Rp'1OO

miliar
121 Nilai Pagu dana diatas Rp. 1OO miliar s.d-

RP. 25O miliar
13) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d.

Rp. 5O0 miliar
14| Nilai Pagu dana diatas Rp. 5O0 milisr'3'{'

Rp. 75O miliar
15) Nilai Pagu dana diatas Rp' 750 miliar s.d' I triliun
16) Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun

u
2J
3)
4l
s)
6)
7l
8)
e)
10)
11)
t2l

13)

L4l

15)
16)

Rp. 1.780.000,- org/blc

Rp.2.O4O.OO0,- org/bln

Rp.2.440.000,- org/bln

Rp.2.83O.0O0,- org/bln

Rp.3.23O.000,- org/bbr

Rp.3.620.000,- org/btr
Rp.4.420.000,- org/bln

berikut:

Pelaksana Teknis

Rp. 2.59O.O0O,- org / bln

Rp.3.O 1O.OO0,- org/btn

Rp.3.43O.OOO,'org/bh
Rp.3.85O.OOO,- orglbln
Rp,4.69O.OOO,- orglbtn

berbunyi sebagai

Rp. 3aO.OO0,- org/bkt
Rp. 420.000,- org/bln
Rp. 5OO.OOO,- orglbln
Rp. 57O.000,- org/bln
Rp. 670.0O0,- org/bln
Rp. 770.000,- org/bln
Rp. 860.0O0,- org/btn
Rp.1.O90.OOO,- orglbb
Rp. 1.320.0O0,- org/bbn
Rp. 1.55O.OOO ,- org/btn
Rp. 1.78O.000,- org/bln

Rp.2. 12O.OOO,- org/bln

Rp.2.470.O0O,- orglbln

Rp.2.8 1 O. OOO,- org / bln
Rp.3. 16O.OOO,- orglbbr
Rp.3.8aO.OOO,- orglbln

c.
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d. angka (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5) Staf Pengelola/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Petugas Pengelola Administrasi Belanj a Pegawai :

1)

2)

3)
4t
s)

6)

7l
8)
e)
10)
11)
12l.
13)
t4)
ts)
16)

Nilai Pagu dana s.d. Rp. 1OO juta
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d.
Rp. 25Ojuta
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. 1 miliar'
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliil' 9.6.
Rp.2,5 mili61
Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d.
Rp 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp 1O miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1O mili61 s.d. 25 miUar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar'
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5O miliar s.d. 75 mili4'
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s^d. 1OO miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1OO miliar s.d. 250 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. 5OO miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun
Nilat Pa.gu dana diatas Rp. I triliun

Rp. 260.000,- org/bln

Rp. 310.000,- org/bln
Rp. 37O.OOO,- org/bln
Rp. 430.000,- org/bln

Rp. 5OO.O0O,- orglbln

Rp. 570.000,- org/bln
Rp. 64O.OOO,- org/bln
Rp. 81O.OOO,- orglbln
Rp. 980.000,- org/bln
Rp. 1.15O.0O0,- org/bln
Rp. 1.330.000,- org/bln
Rp. 1.58O.OOO,- org/bln
Rp. 1.840.000,- orglbln
Rp. 2.090.0O0,- orglbln
Rp. 2.35O.0O0,- org/bkr
Rp. ?.86O.OOO,- org/bln

2. Lampiran I, Bab I, Bagian B, angka 3 huruf b)

a. angka {1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pejabat Pengadaan Barang /Jasa
1) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan Barang/Jasa Rp 68O.OOO,- org/bln

b. angka (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 2OOjuta

(Konstruksi) :(2t
1)

2l
3)
4l
s)
6)
7l
8)
el
10)

11)

L2)

13)

t4l

1s)

Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2OOjuta s.d. Rp. 5OOjuta
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5OO juta s.d. Rp. 1 miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 milieu's.d. Rp.2,5 miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 1O miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 n&ar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5O miliar s.d. Rp. 75 miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d.
Rp. 1OO miliar:
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. lOO miliar s'd
Rp. 25O miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d.
Rp. 5OO miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5OO miliar s.d.
Rp. 75O mili61
Nilai paga pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d.
Rp. 1 triliun
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun

Rp. 68O.OOO,- org/pld
Rp. 85O.O0O,- orglpkt
Rp. 1.020.000,- org/ pkt
Rp. 1.270.O00,- org/pkt
Rp. 1.52O.O00,- orgl pL<t

Rp. 1.780.000,- org/pkt
Rp. 2. 1 2O.OO0,- org/ptrrt
Rp. 2.450.000,- org/plrt
Rp.2. 79O.OOO,- org/plrt

Rp.3. 1 30.OOO,- org I pLc.

Rp.3.58O.OOO,- org/pkt

Rp.4.O30.00O,- orglpkt

Rp.4.49O.OOO,- org / plc-

Rp.4.940.000,- org/pkt
Rp.5.560.O0O,- orglp1rt

c. angka (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

t3) Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)
1) Nilaipagu pengadaan sempaidengan Rp.200juta Rp. 76O.OOO,- org/pkt
2i Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25O Juta s.d. Rp. s69juta Rp. 760.000,- org/pkt
gi Nilai iagu pengadaan aiatas Rp. 5OO juta s.d. Rp. 1 miliar Rp. 92O.OOO; org/pkt
4i Nilai ;agu pen[aaaan diatas Rp. I mili6 s.d. Rp. 2,5 miliar Rp. 1.140.0o0,-org/pkt
Si Nilai pagu bengaaaan diatas Rp. 2,5 milial s.d. Rp. 5 miliar Rp.1.37O.0O0,- orglpld
6i Nilai iagu pen[aaaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 1O miliar Rp.1.6OO.OOO,- orglpkt
Tl Nitai iragu pengaaaan diatas Rp. 1o miliar s.d. Rp. 25 miliar Rp. 1.91O.OOO,- orglplct
8i Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 mihar s.d. Rp. 5O miliar Rp. 2.210.O00,-org/p1rt
gl Ndaj pagu pengaoaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 mitiar Rp. 2.52O.OOO'- org/pkt
id; frfiUi pagu pengaaaan diatas Rp. 75 miliar.s.d. Rp. lOO miliar Rp. 2.820.0O0,- orglpkt
1li Nilai iragu irengadaan diatas Rp. lOO miliar s.d. Rp. 25O miliar Rp. 3.230.000,- orglpkt
t2i Nilai iagu pengaAaan diatas Rp. 25O milial s.d. Rp. 5OO miliar Rp. 3.64O.OOO,- otg/plc.
rSj nifai iragu 

^peneadaan 
diatas Rp. 5OO miliar s.d. Rp. 750 miliar Rp. 4.O4O.OOO,- orglpkt

t4i Nilai pagu pengaoaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 1 triliun Rp. 4.a50.000,- org/pkt
15i Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun Rp. 5.010.000'- org/pkt
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d. angka (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4) Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)

l) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan
Rp.50 juta

2\ Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 50 juta s.d.
Rp. lO0juta

3) Nilai pagu pengadaanjasa lainnya s.d. lOO juta
4', Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp. 1O0 juta s.d. 250 juta
5) Nilai pagu pengadaan jasa konsultaasi/jasa lainnya diatas

Rp. 25O juta s.d. Rp. 5O0 juta
6) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp. 5OO juta s.d. Rp. I miliar
7) Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp. I miliar s.d. Rp.2,5 mfiar
8) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp.2,5 miliff s.d. Rp, 5 miliar
9) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

RP. 5 mi1i6 s.d. RP. 1O mihar
10) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar
1 1) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainrrya diatas

Rp. 25 rniliar s.d. Rp. 5O miliar
12) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar
13) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp. 75 miliar s.d. Rp. IOO miliar
14) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansiljasa lainnya diatas

Rp. iOO miliar s.d. Rp. 250 Miliar
15) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp. 25O Miliar s.d. Rp. 5O0 miliar
16) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp. 5OO miliar s.d. Rp. 750 miliar
I 7) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun
18) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas

Rp. I triliun

1) Nitai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan
Rp.20Ojuta

2) Nilai pagu pekerjaan /pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d.
Rp.5O0juta

3) Nilai pagu pekerjaan /pengadaan diatas Rp. 5OO juta s.d'
Rp. l miliar

4l Nilai pagu pekerjaanlpengadaan diatas Rp- 1 miliar s.d.
RP.2,5 miliar:

5) Nilai pagu pekerjaan /pengadaan diatas Rp' 2,5 miliar s.d'
Rp. 5 miliar

6\ Nilai pagu pekerjaan /pengadaan diatas Rp' 5 miliar s.d.
Rp. 10 miliar

7) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1O miliar s.d.
Rp. 25 miliar

S) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp' 25 milisr s.d-
Rp. 5O miliar

9l Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 5O miliar s.d.
Rp. 75 ailiar

10) Nilai pagu pekeqiaan/pengadaan diatas Rp- 75 miliar s.d.
Rp. 1OO miliar

11) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d'
Rp- 250 miliar

Rp. 450.O0O,- orglpl*

Rp. 450.000,- org/pk
Rp. 450.000,- orglpkt

Rp. 48O.OOO,- org/pkt

Rp. 600.000,- orglplrt

Rp. 72O.OAO,- org/pkt

Rp. 91O.OOO,- org/pl<t

Rp. 1.09O.O00,- org/pkt

Rp. 1.27O.OOO,- org/pkt

Rp. 1.510.OOO,- org/pkt

Rp. 1.75O.OOO,- orgl pl<t

Rp. 1.990.OO0,- orglplrt

Rp. 2.23O.OO0,- org/pkt

Rp. 2.560.000,- org/pkt

Rp. 2.88O.OOO,- org,/Plrt

Rp. 3.200.000,- org/pkt

Rp. 3.520.000,- org/pkt

Rp. 3.960.000,- orglplrt

3. Lampiran I, Bab I, Bagian B, angka 3 huruf c)

a. huruf (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(a). Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Rp.42O.OOO'-OB
Pengadaan Barang/Jasa

b. huruf (b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(b). Panitia Penerima Hasil
Barang/Jasa

Pekerjaan lPengadaan

Rp. 420.00O,-orglpkt

Rp. 52O.OOO,- orglpkt

Rp. 620.OO0,- org/pkt

Rp. 77O.OOA,- orglpkt

Rp. 91O.0OO,- orglpkt

Rp. 1.O6O.OOO,- orglPkt

Rp. 1.26O.OOO,- org/Pkt

Rp. 1.45O.OOO "- org I Pln

Rp. 1.65O.OOO,- org/ Pl<l

Rp. 1.840.OO0,- org/pkt

Rp.Z. 100.000,- or g I Pld



12)

13)

14)

ls)
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Iild_qg8" pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 25O miliar s.d.
Rp. 5OO miliar

lilai-qagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 5OO miliar s.d.
Rp. 750 milisr

\ilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. Z5O miliar s.d..
Rp. 1 triliun
Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 triliun

Rp.Z. 37 O.OOO, - ot g / plrt

Rp.2.630.000,- orglplrt

Rp.2.890.000,- org/pkt

Rp.3.250.000,- orglplrt

4. Lampira.n I, Bab I, Bagian B, angka 3 huruf e)

a. angka (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1) Menteri /Pejabat Setingkat Menteri

a,
b.
c.
d.
e.
f.

Pengarah
knanggungJawab
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

Rp. 1.5OO.0OO; or9 / kegiatan
Rp. 1.25O.OOO,- org / kegiatan
Rp. 1.000.0O0,- org / keg)a;ralr
Rp. 850.000,- org / kegiatan
Rp. 750.000,- org / kegiatan
Rp. 75O.OOO,- org / kegiatan

5.

b. angka (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2) Pejabat Eselon I

a. Pengarah
b. PenanggungJawab
c, Kehra
d. Wakil Ketua
e, Sekretaris
f. Anggota

c. angka (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3) Kuasa Pengguna Anggaran

a. Pengarah
b. PenanggungJawab
c. Ketua
d. Wakil Kehra
e. Setrrretaris
f. Anggota

Lampiran I, Bab I, Bagian B, angka 3

1. Ketua/Wakil Ketua
2. Anggota

Rp. 75O.OOO,- org /kegqatan
Rp. 7OO.OOO,- org / kegiatan
Rp. 650.0O0,- org / kegiatan
Rp. 60O.OOO,- org / kegiatan
Rp. 5OO.OOO,- org / kegiatan
Rp. 500.000,- org / kegiatan

Rp. 5O0.OOO,- org / kegiatan
Rp. 45O.OOO,- org / kegiatan
Rp. 400.000,- org / kegiatan
Rp. 350.000,- org / kegiatan
Rp. 3OO.OOO,- org / kegiatan
Rp. 300.000,- org / kegiatan

huruf f)

Rp. 25O.OOO,- org/ kegiatan
Rp. 22O.OOO,- org/ kegiatan
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juni 2Ol3

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal I ?-li aot>

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2Ot3 NOMOR rq


